




       BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Manusia sebagai mahluk sosial tidak terlepas dari saling 
membutuhkan satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini terbukti 
dengan berbagai macam kebutuhan yang dihadapi oleh manusia, sehingga tidak 
sedikit yang mengadakan usaha atau bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. Adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika, 
dan untuk menutupi ataupun mengatasi kesulitan tersebut terpaksa meminjam 
uang kepada pihak lain, apakah ke rumah pegadaian ataupun kepada 
perorangan. Dan pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan.  
 Dari sekian banyak cara manusia bermuamalah, ada salah satu yang 
sering dijumpai dalam masyarakat yaitu gadai. Gadai adalah akad perjanjian 
pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang 
(Hendi Suhendi, 2002:106) 
 Gadai merupakan salah satu pembahasan dalam fiqh muamalah, yaitu 
perbuatan yang berawal dari keadaan membutuhkan sehingga terpenuhilah 
kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi hukum, dan gadai merupakan 
suatu bentuk ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-
hari. Ketentuan pelaksanaannya telah ditentukan menurut Syariat Islam. Para 





utang termasuk ke dalam suatu ibadah dan akhlak yang mulia karena menolong 
melepaskan kesusahan orang lain. 
 Tolong menolong dalam hal utang piutang menurut ajaran Islam tidak 
dibenarkan memberatkan kepada pihak yang berutang bahkan seharusnya 
memberikan kelonggaran apabila orang yang berutang benar-benar tidak 
mampu serta membutuhkan bantuan, sudah seharusnya orang yang mampu 
memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan agar kebutuhannya 
terpenuhi.  
 Dalam muamalah, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pada 
dasarnya adalah suatu kebolehan sepanjang tidak ada dalil yang 
mengharamkannya. Seseorang dapat dengan leluasa melakukan usaha ataupun 
kegiatan bertasharuf dengan hartanya sesuai dengan kaidah-kaidah syara’. 
Ajaran Islam melarang usaha yang mengandung unsur penindasan, pemaksaan, 
penipuan dan ketidakadilan. Akan terjadi riba dalam gadai apabila dalam 
akadnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan rukun-rukun dan syarat-
syarat dalam akad gadai. Maka dari itu dalam perjanjian gadai yang dilakukan 
haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam 
antara lain tidak bersifat memberatkan pada pihak yang berutang. 
 Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang hanya 
saja dalam gadai ada jaminannya. Jaminan ialah suatu yang di jadikan peneguh 
atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu dapat dijual kalau 





adalah menjanjikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan 
pembayaran ketika berhalangan membayar utang (Rachmat Safe’I, 2004: 160)  
 Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah gadai, terutama 
dalam pemamfaatan barang gadai itu sendiri oleh pemegang gadai. Kebanyakan 
fuqoha berpendafat bahwa pemegang gadai (Murtahin) tidak boleh mengambil 
suatu mamfaat apapun dari barang gadai, sekalipun diizinkan oleh yang 
memiliki hak (Rahin) karena manfaat pinjaman tersebut bersifat riba, (Hamjah 
Yakub, 1999:218).  
Rasulullah bersabda: 
 َٔ َع ٍََ َعَ هٗ,ََ قب َلَ َر َس َٕ َلََ اللَوَ,ص.َ َم  كَ َر  جٍَض  ر قََ ت  ع ف ُ  يَب ب  رَ  ٕ   ٓ ف. ( نب ثراحلا هور
طقاس هدنساو ةماسا)    
 “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. (Hendi Suhendi, 2008:108) 
 Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang gadai 
ini, sebagian membolehkan pemegang gadai (murtahin) memanfaatkannya jika 
diizinkan oleh pemilik barang gadai (rahin), dan sebagian berpendapat bahwa 
pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya 
berhak menguasainya dan tidak boleh memenfaatkannya atau mengambil hasil 
dari barang gadainya. 
  Akan tetapi menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan yang 
dikutip oleh Hendi Suhendi “jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat 





gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut sesuai dengan 
biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang 
ternak itu ada padanya”. (Hendi Suhedi, 2008:108) 
Di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Canjur 100% 
penduduknya Beragama Islam serta taat beribadah. Dilihat dari kondisi 
masyarakatnya mereka memahami tentang syariat Islam. Hal ini dibuktikan 
dengan dengan adanya pengajia-pengajian rutinan, namun dalam masalah 
bermuamalah mereka belum sepenuhya mengaflikasikan yang sesuai dengan 
syariat Islam contohnya dalam hal gadai ataupun ketentuan yang berlaku di 
Indonesia. Masalah gadai ini menjadi kehidupan yang tidak terlepas dari 
masyarakat Desa Cisalak. 
Sebagian besar mata pencaharia dari masyarakat di Desa Cisalak adalah 
sebagai petani disamping itu juga ada sebagian masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai pedagang.  
Dalam sistem gadai di kalangan masyrakat di Desa Cisalak pelaksanaan 
prinsip an'taradhin seaan-akan mengalami pergeseran. Faktor yang mendorong 
murtahin dalam menggadaikan barang adalah faktor ekonomi yang paling 
utama di kalangan masyarakat. 
 Sering dijumpai di masyarakat Desa Cisalak yaitu apabila seseorang 
ingin berutang maka yang dijadikan jaminan itu harus barang yang bisa di 





sebagaimana yang saya akan teliti yaitu rumah sarang burung walet yang mana 
S sebagai pemilik rumah walet menggadaikan rumah waletnya kepada A.  
  Sebagaimana dalam hal pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh 
S(Rahin) dan A sebagai (Murtahin), yang mana Rahin meninjam uang kepada 
murtahin dan menyerahkan rumah walet kepada Murtahin sebagai barang 
jaminannya. Dan setelah akad gadai terjadi ada kesepakatan pada saat panen 
hasilnya dibagi dua dengan A yaitu sebesar 40% sebagai Murtahin dan untuk S 
yaitu sebesar 60% sebagai Rahin. 
  Dilihat dari pegadaian yang terjadi antara rahin dengan murtahin yaitu 
adanya pembagian hasil ataupun keuntungan yang terjadi pada akad gadai 
antara S dengan A.  
  Dari permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 
bagaimana kedudukan hukum gadai rumah walet tersebut menurut pandangan 
Islam, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul 
“PELAKSANAAN AKAD GADAI RUMAH WALET ANTARA S DENGAN 
A DI DESA CISALAK KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR 
PERSPEKTIF RAHN DALAM FIQH MUAMALAH”. 
 
B.    Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, kiranya dapat dirumuskan beberapa 





1. Bagaimana Mekanisme akad gadai yang terjadi antara S dengan A di 
Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur? 
2. Bagaimana manfaat dan madharat dari pelaksanaan gadai yang terjadi 
antara S dengan A di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupeten 
Cianjur? 
3. Bagaimana tinjawan Fiqh Muamalah terhadap akad gadai yang terjadi 
antara S dengan A? 
 
C.     Tujuan  Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui mekanisme akad gadai yang terjadi antara S dengan A 
di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. 
2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan gadai antara S dengan A di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun 
Kabupaten Cianjur. 
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad gadai yang 
terjadi antara S dengan A. 
 
D.   Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 





a. Bagi Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 
bahan kajian dalam masalah pelaksanaan gadai yang berkembang di 
masyarakat. 
b. Bagi Penulis Lain 
Referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan bagi 
peneliti-peneliti lainnya, khususnya yang meneliti tentang masalah gadai  
yang berkembang di masyarakat. 
2. Kegunaan Peraktis 
a.  Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan gadai yang berkembang di  
masyarakat, dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. 
b.  Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga 
dalam melaksanakan akad gadai yang sesuai dengan etika hukun Islam 
untuk masyarakat Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. 
  
E.   Kerangka Pemikiran 
  Di antara usaha-usaha bermuamalah yang berkembang di masyarakat 
salah satunya adalah gadai yang dalam Islam disebut Rahn.  
Gadai dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah pand atau 





hypotheek adalah "Suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak 
bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang baru (pendapatan 
penjualan) benda itu. Sebenarnya pengertian pand dan hypotheek ini 
mempunyai pengertian yang sama, hanya saja bedanya kalau pand dapat 
diberikan melalui atas bebda-benda yang bergerak, sedangkan hyphoteek 
hanya melalui benda-benda yang tak bergerak. Kedua hal kebendaan ini 
memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai  tetapi untuk 
dijadikan barang jaminan bagi utang seorang semata (Subekti,2002:68).  
  Sedangkan definisi gadai menurut hukum Islam: “Menjadikan suatu 
barang dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua 
kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda 
itu”. (Hendi Suhendi, 2002:106) 
  Sebagai dasar hukum pinjam meminjam dengan jaminan. Allah SWT 
berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut: 
ََََ ََ َ َ   َ  ََ َ  َ  َ َ   َ
  َ   َ    َ  ََ  ََ َ  َ  ََ  َ  َ   ََ
   َََ َ  َ  ََ
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 





menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( 
Gufron A Mas’adi, 2002: 176s) 
 
  Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah 
Ummul Mu’minin yang berbunyi sebagai berikut: 
 َع ٍََ َعَ ئَ ب َشَ تَ َرَ  اللَ  ي  ض َعب  ٓئَ اَ . ٌََ َر س َٕ َلََ اللَ َصَ اللَ  ٗ  هَ َى ه  سَ  ٔ َ  ّ  ي ه  عٍَٖ  د  ٕ  ٓيَ  ٍ  يَٖ  ر ت  ش اَ.َ
َ  ُّ ْ  ر  ٔ َ ب  يب  ع طَ)ٖربخبناَِأر(ٍذ ي  ذ  حَ  ٍ  يَب  ع  ر د.َ
“Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan 
menggadaikan baju besi beliau”.(Rahmat Syafe’I 1971:161) 
  Sulaiman Rasyid (2002:309) menjelaskan dasar hokum gadai 
berdasarkan hadits riwayat Ahmad. Bukhari, Nasa’I, dan Ibnu Majah yang 
diriwayatkan oleh Anas r.a: 
 َع ٍَََ اَ  َسََ ق َلبَ َرَ ْ ٍََ َر َس َٕ َلََ اللَ َص َى ه  س  ٔ َ  ّ  ي ه  ع  َاللَ  ٗهَٖ  د  ٕ  ٓ يَ  ذ ُ  عَب  ع  ر  دَ .َ  ت  ُي  ذ  ً نب ب
ّ ه  ْ  لَِ ا  ر ي  ع ش  َّ ُ  يَ  ذ  خ ا  ٔ)ٖربخبناَ ِأر(  
 “Dari Anas, bertanya: “Rasulullah SAW telah menukarkan baju besi beliau 
kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang gandum dari 
orang Yahudi iitu untuk keluarga beliau” (Sulaiman Rasyid 2002:309) 
Para Ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai  hukumnya 
adalah mubah (boleh), akan tetapi kalau dilihat kembali kepada ayat tersebut 
diatas, bahwa gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja. 





maupun tidak, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. 
(Sulaiman Rasyid, 2002:309) 
Dan dari hadits diatas dapat dipahami pula bahwa Agama Islam tidak 
membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang 
muamalah maka seorang Muslim wajib membayar utang sekalipun kepada non 
Muslim (Hendi Suhendi, 2002:107) 
Walaupun pada dasarnya boleh, akan tetapi masalah teknis gadai dalam 
al-Qu’an tidak jelas apalagi menyangkut adat (culture), maka adat kebiasaan 
dapat dijadikan hukum sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 
َ ة  دب  ع ن اَ ت  ً  ك  ح ي  
 “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum” (A Djazuli, 2004:78) 
  Adapun adat kebiasaan (urf) yang dilakukan masyarakat Desa Cisalak 
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, banyak kebiasaan ataupun adat yang 
sering dipakai salah satunya adalah kebiasaan memberikan pinjaman dengan  
yang bias diambil manfaatnya, dalam wujud kebiasaan itu harus terpenuhi 
beberapa persyaratan yaitu: 
1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur’an maupun as-Sunnah. 
2. Tidak menyebabkan kemafsyadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan 
kesulitan. 
3. Telah berlaku pada umumnya kaum Muslimin, dalam arti bukan hanya 





4. Tidak berlaku dalam masalah ibadah madhah 
  Dari beberapa persyaratan tersebut maka adat kebiasaan terbagi menjadi 
dua bagian: 
1. Al-adat al-shahihah (adat kebiasaan yang benar), yaitu segala sesuatu yang 
sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’, 
serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan 
kewajiban  
2. Al-adat al-fashidah (adat kebiasaan yang rusak), yaitu adat kebiasaan yang 
berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namum 
bertentangan dengan Agama, undang-undang Negara dan sopan santun. 
(fatcharrahman, 1986: 110) 
Adapun setiap bentuk muamalah yang benar-benar dapat bermanfaat 
dan dapat kemaslahatan bagi manusia harus mengandung prinsi-prinsip 
muamalah yaitu: 
1. Asas Tabadul Manafi, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus 
memberi keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang 
terlibat. 
2. Asas Pemerasaan, yaitu asas penerapan prinsip keadilan dalam bidang 
muamalah yang menghendaki agar harta itu harus terdistribusikan secara 





3. Asas An-Taradin atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap 
bentuk muamalah antar individu atau antar pihak berdasarkan kerelaan 
masing-masing. 
4. Asas Adaml Gharar, asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah 
tidak boleh ada tipu daya  sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan 
mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan dan perikatan. 
5. Asas Al-bir wa Al-taqwa, yang menekankan terciptanya kebaikan-
kebaikan dan ketaqwaan pada setiap transaksi yang dilakukan dalam 
berbagai bentuknya. 
6. Asas Musyarakah, yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 
merupakan kerjasama antara pihak yang saling mengunrungkan bukan 
saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan 
masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995:113:114) 
Konsep dasar tentang barang gadai dapat diperhatikan, bahwa pada 
dasarnya suatu transaksi gadai bukan dimaksudkan sebagai penyerahan hak  
milik atas suatu benda dan manfaatnya. Muncul akad gadai adalah hanya 
menyangkut pada penahanan barang yang dijadikan jaminan saja bukan pada 
pemungutan hasil dan pemanfaatan brang gadai sedangkan barang jaminan 
seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan 
mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai, atas dasar 






Para ulama sepakat bahwa gadai disyariatkan sebagai jaminan atas 
hutang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadai dipegang oleh si 
pemegang gadai tersebut sampai yang menggadaikan membayar utangnya. 
Sedangkan Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa bahwa barang tersebut hanya 
semata-mata tersangkut paut dengan hutang. Untuk membayar utang-utang oleh 
murtahin, barang yang digadaikan itu boleh dijual, apabila hutangnya tidak 
dibayar. Murhun  (barang gadaian) yang dijadikan jaminan oleh rahin para 
Ulama sepakat mensyaratkan marhun sebagai persyaratan barang dalam jual 
beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. 
(Rahmat Syafi’I, 2004:164) 
Semua keuntungan yang lahir dari barang gadaian seperti anak dari 
seekor ternak atau buah dari pohon dan lain-lain yang mengikut kepada barang 
gadai tersebut menjadi hak milik penggadai (Rahin), demikian juga biaya-biaya 
pemeliharaan dan perawatan barang pada prinsipnya menjadi tagging jawab 
pemililk barang, kecuali kalau ada persetujuan yang mengaluhkan tanggung 
jawab itu kepada pihak penerima gadai dengan imbalan menerima hasilnya 
(Hamzah Ya’kub, 1999: 219) 
Hukum Islam telah mengatur dengan tegas dalam pelaksanaan gadai 
yang tidak mengandung kemadharatan bagi yang lainnya seperti ada unsur riba 
atau yang lainnya. Syariat Islam telah melarang unsur-unsur tersebut yang 





Transaksi gadai sebagai suatu tindakan yang telah diatur ketentuan 
hukumnya menunjukan akan pentingnya syarat-syarat  tertentu yang harus 
dipenuhi, terutama oleh duabelah pihak yang melakukan transaksi yaitu 
penggadai dan yang menggadaikan. Adapun sebagai peristiwa yang 
berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan, transaksi gadai akan dengan 
sendirinya memunculkan akibat-akibat yang harus dipatuhi oleh kedubelah 
pihak yang bertransaksi. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku bagi syarat terlaksananya gadai adalah pelaksanaan suatu system 
ekonomi perusahaan yang secara langsung. Bentuk muamalah yang membawa 
kepada kemaslahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan atau 
dizalimi pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip 
Al-Quan dan Al-Sunnah, karena aspek muamalah dalam Islam merupakan 
aspek ijtihadi dan dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman 
dan kebutuhan hidup manusia. 
 
F.     Langkah-langkah Penelitian 
Dalam penelitian dan pembahasan untuk menyusun dan mengumpulkan 
data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan tahap atau langkah-langkah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian 






a. Karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan gadai Rumah wallet 
antara Bapak S (Rahin) dengan Bapak A (Murtahin) karena yang 
digadaikan berupa rumah walet yang keuntungannya harus dibagi dua. 
Dalam hal ini Bapak S menggadaikan rumah walet kepada Bapak A 
dengan kesepakatan hasilnya di bagi 60% untuk rahin dan 40% untuk 
murtahin. 
b. Lokasi penelitian sangat strategis karena terdapat di daerah tempat 
tinggal penulis di Kp. Cibuntu RT 01 RW 03 Ds. Cisalak Kec. Cidaun 
Kab. Cianjur yang mana sanagat memungkinkan untuk melakukan 
penelitian. 
2. Metode Penelitian 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study 
kasus, yaitu metode yang menggambarkan analisis secara utuh, sebagai 
kesaatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003).  
Dalam metode penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan Gadai 
Rumah Walet Antara S dengan A di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun 
Kabupaten Cianjur yang mana terjadi transaksi pinjam meminjam uang 
dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Dsini pihak S meminjam 
uang kepada pihak A dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan 
yaitu berupa rumah sarang burung walet, akan tetapi oleh pihak murtahin 
sarang burung walet tersebut di pandang menguntungkan kerena akan 





pembagian keuntungan kepada pihak rahin lalu terjadilah kesepakatan 
antara keduabelah pihak di tiap-tiap panen hasilnya akan di bagi dua yaitu 
60% untuk pihak rahin dan 40% untuk murtahin. 
3. Sumber Data 
  Penentuan sumber data disesuaikan dengan penelitian yang telah 
ditentukan, untuk itu penulis membagi sumber data kepada dua bagian 
yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yang 
dijadikan objek penelitian. Adapun responden yang dijadikan objek 
penelitian terdiri dari orang yang menggadaikan (rahin) dan penggadai 
(murtahin). Dalam hal ini, ditentukan dua orang sebagai responden 
yaitu S sebagai rahin dan A sebagai murtahin. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data  sekunder adalah data yang dihasilkan dari buku-buku 
atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (Cik Hasan 
Bisri, 2003:64) 
4. Jenis Data 
 Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu setiap 
data yang tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk 
kategori-kategori, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian 





masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, meskipun 
dalam penjelasan disini merupakan rangkaian dari penjelasan dari hasil 
observasi dan wawancara.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara 
pengumpulan data diantaranya: 
a. Observasi, yaitu penulis secara langsung mengadakan pengamatan 
terhadap kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
b. Wawancara/interview, yakni penulis mewawancarai pihak Rahin 
(orang yang menggadaikan) dan Murtahin (penggadai) yang tercantup 
dalam sumber data. 
c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah yang sedang diteliti. 
6. Analisis Data 
 Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut dianalisis 
dengan pendekatan rasional, baik data primer maupun data sekunder 
dengan menggunakan tekhnik analisis ini. Dalam pelaksanaanya, 
penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu 
masalah tentang Akad Gadai Rumah Wallet Antara S Dengan A Di 
Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Perspektif Rahn 





b. Melakukan seleksi terhadap data yang talah terkumpulndari berbagai 
sumber data, baik data primer maupun data sekunder kemudian 
diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. 
c. Menafsirkan data yang telah terkumpul dan terpilih dengan 
menggunakan kerangka pemikiran supaya tujuan penelitian benar-
benar tercapai maksimal. 
d. Menarik kesimpulan, sebagai langkah terakhir dari penelitian ini dari 
data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara maka di tariklah kesimpulan yang sesuai dengan rumusan 
masalah. (Cik Hasan Bisri, 2003:66) 
